
b. bahwa Peraturan Mcnteri Perdagangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dalam perkembangannya perlu 
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan 
pengaturan standardisasi jasa bidang perdagangan dan 
pengawasan pra pasar terhadap barang yang Lelah 

diberlakukao Scandar Nasional Indonesia dan/atau 
Persyaratan Teknis secara wajib; 

a. bahwa unruk menjamin perlindungan konsumen 
terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan, dan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan upaya saling 
pengakuan standardisasi dengan negara lain, serta 
meningkatkan persaingan usaha yang sehat, telah 
ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi .Jasa 

Bidang Perdagangan dan Pengawasan terhadap Barang 
dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

72/ M-DAG / PER/9/2015; 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN 

NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016 

TENTANG 

Menimbang 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 



1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4661); 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5492); 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standardisasi 
Bidang Perdagangan; 

berdasarkan sebagaimana pertimbangan c. bahwa 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 

13. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang 
Komite Akreditasi Nasional; 

14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 
15. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang 

Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja 
Periode Tahun 2014-2019; 

16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 

ten tang 
Republik 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
9. 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 ten tang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584); 
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memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, 
kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta 
perkembangan masa kini dan masa yang akan datang 
untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 

yang dengan terkait, internasional keputusan 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang 

dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun 
berdasarkan konsensus semua pihak/ pemerintah/ 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN. 
PERDAGANGAN TENTANG MENTE RI PERATURAN 

MEMUTUSKAN: 

8/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi clan Tata 
Kerja Kementerian Perdagangan. 

Nomor Perdagangan Menteri 22. Peraturan 

73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban 
Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada 
Barang; 

Cara Pengawasan Barang dan/ atau Jasa; 
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

53/M-DAG/PER/9/2014 ten tang Pelayanan Terpadu 
Perdagangan; 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara; 

18. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Perdagangan; 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata 

- 4 - 

Menetapkan 



2. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat 
SNI, adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan 
Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Persyaratan Teknis adalah sebagian dari parameter SNI 
atau Standar lainnya. 

4. Kualifikasi a tau Kompetensi Personal adalah rumusan 
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, 
keterampilan, dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang 
dibakukan, termasuk pengelompokan tingkat 
kemampuan. 

5. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan secara 
formal yang menyatakan bahwa suatu Iembaga, institusi 
atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak 
untuk melaksanakan penilaian kesesuaian. 

6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat 
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian 
kesesuaian. 

7. Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan yang 
selanjutnya disebut Komite adalah lembaga yang dibentuk 
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka 
membantu pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi 
Personal di sektor perdagangan atau lapangan usaha 
yang menjadi tanggung jawabnya. 

8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak 
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat 
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat 
diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan 
oleh konsumen atau pelaku usaha. 

9. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk 
pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang 
diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam 
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau 
pelaku usaha. 
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10. Produsen adalah orang perseorangan, lembaga atau 
badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau 
bukan badan hukum yang menghasilkan Barang untuk 
diperdagangkan. 

11. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam 
Daerah Pabean. 

12. Importir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan 
usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan 
badan hukum yang melakukan Impor. 

13. Dokumen teknis adalah seperangkat dokumen yang 
menunjukkan bahwa suatu barang telah sesuai dengan 
ketentuan yang disetujui dalam perjanjian bilateral 

dan/ atau regional. 
14. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya 

pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan 

Barang dan/atau Jasa. 
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggara.kan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

16. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang 
selanjutnya disebut SPPT SNI adalah sertifikat yang 
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada 
produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/ atau 
Jasa sesuai dengan persyaratan SNI. 

1 7. Sertifikat Kesesuaian adalah sertifikat yang diterbitkan 
oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang 
mampu menghasilkan Barang dan/ atau Jasa sesuai 

dengan Persyaratan Teknis dan/ atau Standar lain 
18. Lembaga Penilaian Kesesuaian, yang selanjutnya 

disingkat LPK adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang 
menerbitkan SPPT SNI dan/ atau Sertifikat Kesesuaian. 
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Pasal 2 
( 1) Lingkup pengaturan standardisasi bidang perdagangan 

meliputi: 
a. perumusan dan penetapan SNI, Persyaratan Teknis 

dan/ atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa 

bidang perdagangan; 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

19. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh 
Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah 
terpenuhinya persyaratan SNI. 

20. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda 
SNI yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan 
berbasis Persyaratan Teknis, Kualifikasi atau Standar 
lain, yang ditetapkan kementerian dan/ atau lembaga 
pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan 
perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum 
intemasional. 

21. Nomor Registrasi Produk, yang selanjutnya disingkat NRP, 
adalah identitas yang diberikan pada Barang produksi 
dalam negeri yang telah diberlakukan SNI dan/ atau 
Persyaratan Teknis secara wajib, dan digunakan sebagai 
instrumen ketertelusuran mutu Barang. 

22. Nomor Pendaftaran Barang, yang selanjutnya disingkat 
NPB, adalah identitas yang diberikan pada Barang Impor 
yang telah diberlakukan SNI dan/ atau Persyaratan Teknis 
secara wajib dan digunakan sebagai instrumen 

ketertelusuran mutu Barang. 
23. Pimpinan Instansi Teknis adalah menteri negara, menteri 

yang memimpin kementerian, atau pimpinan lembaga 
pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas 
kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya. 

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan. 
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Pasal4 
Untuk kepentingan nasional terkait aspek keselamatan, 
kesehatan, keamanan, dan lingkungan, Menteri dapat 
merumuskan dan/ atau memberlakukan SNI dan/ atau 

Persyaratan Teknis secara wajib. 

Pasal 3 
Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI terhadap Barang 
dilakukan oleh komite teknis sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesatu 
Standardisasi Barang 

BAB III 
STANDARDISASI BARANG DAN JASA BIDANG 

PERDAGANGAN 

b. penerapan dan pemberlakuan SNI, Persyaratan Teknis 
dan/ atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa 
bidang perdagangan secara wajib; 

c. pengawasan pra pasar untuk Barang yang telah 
diberlakukan SNI dan/ atau Persyaratan Teknis secara 
wajib; 

d. pendaftaran LPK; dan 
e. pembinaan standardisasi bidang perdagangan. 

(2) Jasa bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi jasa bisnis, jasa distribusi dan 

jasa bidang perdagangan lainnya. 
(3) Perumusan, penetapan, penerapan, dan pemberlakuan 

SNI, Persyaratan Teknis dan/ atau Kualifikasi atau 
Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan secara 
wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

- 8 - 



Pasal 7 
(1) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang yang 

tidak memenuhi SNI dan/ atau Persyaratan Teknis yang 
telah diberlakukan secara wajib. 

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkewajiban memiliki fotokopi SPPT SNI atau Sertifikat 
Kesesuaian atas Barang yang diperdagangkan dari 
Produsen, Importir, atau pemasok Barang dimaksud. 

(3) Fotokopi SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian atas Barang 
yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat digunakan sebagai bukti bahwa Produsen 
atau Importir telah memproduksi atau mengimpor Barang 
yang telah memenuhi SNI dan/ a tau Persyaratan Teknis 
yang telah diberlakukan secara wajib. 

Pasal 6 
Produsen atau Importir wajib bertanggungjawab terhadap 
konsistensi mutu Barang yang telah diberlakukan SNI 
dan/ atau Persyaratan Teknis secara wajib atau SNI yang 
diterapkan secara sukarela. 

PasalS 
(1) Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau 

Persyaratan Teknis secara wajib oleh kementerian teknis 
serta telah dinotifikasi ke Organisasi Perdagangan Dunia, 
sebelum diimpor untuk Barang luar negeri, dan untuk 
Barang produksi dalam negeri sebelum Barang dimaksud 
diperdagangkan, harus didaftarkan ke Direktorat 
Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian 
Perdagangan. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam rangka pengawasan pra pasar dengan 
menerbitkan NRP untuk Barang produksi dalam negeri 
dan NPB untuk Barang impor, 

(3) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NRP 
untuk Barang produksi dalam negeri dan NPB untuk 
Barang impor. 
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Pasal 10 
(1) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang wajib 

mengetahui identitas pemasok Barang yang 
diperdagangkannya. 

(2) Identitas pemasok Barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling sedikit berupa nama dan alamat lengkap 
produsen, importir, distributor, subdistributor, atau 
pemasok lainnya. 

Pasal9 
( 1) Dalam rangka penelusuran konsistensi mutu barang 

dilakukan post audit melalui pengambilan contoh 
terhadap Barang yang telah diterbitkan NRP dan NPB. 

(2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan di tempat penyimpanan Barang atau gudang 
Pelaku Usaha. 

(3) Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu secara 
berkala atau sewaktu-waktu menugaskan petugas 
pengambil contoh untuk melakukan pengambilan contoh 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(4) Dalam hal diperlukan, Direktur Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu dapat berkoordinasi dengan Direktur 
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa untuk 
menugaskan petugas pengawas melakukan pengambilan 
contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 8 

(1) Barang impor yang tidak memenuhi Persyaratan SNI 
dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan 
secara wajib yang berada di Kawasan Pabean, wajib di re- 
ekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha. 

(2) Pelaksanaan re-ekspor atau pemusnahan Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dibidang Kepabeanan. 
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Pasal 14 
(1) Perumusan, pengembangan, pemantauan dan kaji ulang 

Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang 

perdagangan dilakukan oleh Komite yang dibentuk oleh 
Menteri. 

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai 
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib 
Niaga dengan anggota terdiri dari pejabat Eselon II 
Kementerian Perdagangan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 13 

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyampaikan 
hasil perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa bidang 
perdagangan kepada Badan Standardisasi Nasional untuk 
ditetapkan sebagai SNI. 

Pasal 12 
(1) Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa bidang 

perdagangan dilakukan oleh komite teknis Jasa bidang 
perdagangan yang dikoordinasikan oleh Direktorat 
Standardisasi dan Pengendalian Mutu. 

(2) Komite teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

ditetapkan oleh Kepala Sadan Standardisasi Nasional 
berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur 
Standardisasi dan Pengendalian Mutu. 

(3) Dalam hal dibutuhkan, Komite teknis dapat membentuk 
sub komite teknis. 

Bagian Kedua 
Standardisasi Jasa bidang Perdagangan 

Pasal 11 
Pelaku Usaha yang mernproduksi atau mengimpor Barang 
yang diatur dalam perjanjian bilateral dan/ atau regional di 
bidang standardisasi, wajib menyimpan dokumen teknis dalam 
bentuk softcopy dan/ atau hardcopy dengan waktu 
penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian dimaksud. 
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perundang-undangan. 

Pasal 16 
pengembangan, pemantauan dan kaji ulang 
atau Kompetensi Personal Jasa bidang 

dilakukan sesuai ketentuan peraturan 

Perumusan, 
Kualifikasi 
perdagangan 

Pasal 15 
( 1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki 

peran dan fungsi meliputi: 

a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kualifikasi 
atau Kompetensi Personal; 

b. pembentukan tim perumus dan tim verifikasi 
Kualifikasi atau Kompetensi Personal; 

c. penilaian usulan penyusunan Kualifikasi atau 
Kompetensi Personal; 

d. pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal; 
e. penyelenggaraan pra-konvensi dan konvensi rancangan 

Kualifikasi atau Kompetensi Personal; dan 
f. pemantauan dan kaji ulang Kualifikasi atau 

Kompetensi Personal. 
(2) Dalam hal Komite melaksanakan fungsi pra-konvensi dan 

konvensi Rancangan Kualifikasi atau Kompetensi 
Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
penyelenggaraannya dilakukan oleh anggota Komite yang 
memprakarsai Kualifikasi atau Kompetensi Personal 
sesuai dengan bidangnya. 

(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk 
sekretariat untuk melaksanakan tugas teknis dan 
administratif. 

(4) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diketuai oleh pejabat Eselon II yang tugas dan fungsinya 
menangani standardisasi. 
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Pasal 20 
{l} Pengawasan Pra Pasar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 dikecualikan terhadap pangan olahan, obat, 
kosmetik, dan alat kesehatan. 

(2) Pengawasan Pra Pasar terhadap pangan olahan, obat, 
kosmetik dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah 
non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 19 
Pengawasan terhadap Barang produksi dalam negeri atau 
impor yang telah diberlakukan SNI dan/ atau Persyaratan 
Teknis secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan pengawasan di 
pasar. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB IV 
PENGAWASAN PRA PASAR 

Pasal 18 
Ketentuan dan tata cara pengawasan terhadap Barang atau 
Jasa yang telah diberlakukan SNI, Persyaratan Teknis, 
dan/ atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang 
perdagangan secara wajib oleh Menteri atau Pimpinan Instansi 
Teknis terkait, atau yang diterapkan secara sukarela, diatur 
dalam Peraturan Menteri mengenai ketentuan dan ta.ta cara 
pengawasan Barang beredar dan jasa. 

Pasal 17 
SNI, Persyaratan Teknis dan/ atau Kualifikasi a tau Kompetensi 
Personal Jasa bidang perdagangan yang telah ditetapkan dapat 
diberlakukan secara wajib oleh Menteri sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 23 

(1) Oalam hal permohonan memperoleh NRP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) telah lengkap dan 
benar, Oirektur Standardisasi dan Pengendalian Mutu 
menerbitkan NRP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung 
sejak tanggal diterimanya permohonan, dengan 
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Menteri ini. 

Pasa122 

(l} Untuk memperoleh NRP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2), Produsen harus mengajukan 
permohonan kepada Direktur Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu dengan format dan melengkapi 

dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Menteri ini. 

(2) Permohonan pendaftaran untuk memperoleh NRP 
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disampaikan secara 
langsung, a tau melalui online jika telah diterapkan. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Memperoleh NRP dan NPB 

Pasal 21 

( 1) Dalam rangka ketertelusuran informasi dan pelaksanaan 
pengawasan terhadap Barang yang telah diberlakukan 
SNI dan/ atau Persyaratan Teknis secara wajib, dapat 
diterapkan penggunaan sistem pengkodean, seperti 
barcode. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem 
pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Menteri. 
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Pasal 25 
Dalam hal Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu 
berhalangan untuk menerbitkan NRP atau surat penolakan, 
penerbitan NRP atau surat penolakan dimaksud dilakukan 
oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga. 

Pasal24 
( 1) Produsen yang menghentikan kegiatan produksi Barang 

sebagaimana tercantum dalam NRP harus mengajukan 
permohonan pencabutan NRP kepada Direktur 
Standardisasi dan Pengendalian Mutu. 

(2) Permohonan pencabutan NRP sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) harus diajukan kepada Direktur 
Standardisasi dan Pengendalian Mutu paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak Barang dimaksud tidak diproduksi. 
(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

menerbitkan surat pencabutan NRP. 

(2) Dalam hal pennohonan memperoleh NRP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) belum lengkap 
dan/atau benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian 
Mutu menerbitkan surat penolakan paling lama 2 (dua) 
hari kerja terhitung sejak tanggaJ diterimanya 
permohonan, dengan menggunakan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. 

(3) Permohonan NRP yang ditolak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat diajukan kembali sesuai persyaratan 
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. 

(4) NRP yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), disampaikan kepada Produsen dengan 
tembusan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar 
dan Jasa serta Kepala Dinas provinsi setempat yang 
membidangi perdagangan. 
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(3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dapat diajukan kembali sesuai persyaratan yang 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. 

Pasal 28 

(1) Dalam hal permohonan untuk memperoleh NPB telah 
lengkap dan benar, Direktur Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu menerbitkan NPB paling lama 3 (tiga) 
hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan, dengan menggunakan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini. 

(2) Dalam hal permohonan untuk memperoleh NPB belum 
lengkap dan/ atau benar, Direktorat Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu menerbitkan surat penolakan paling 
lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal 
diterimanya permohonan, dengan menggunakan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 27 
{l) Untuk memperoleh NPB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) Importir harus mengajukan permohonan 
memperoleh NPB kepada. Direktur Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu dengan format dan melengkapi 
dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV Peraturan Menteri ini 

{2) Permohonan untuk memperoleh NPB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung, 
atau melalui online apabila telah diterapkan. 

Pasal 26 
Importir yang melakukan impor Barang yang telah 
diberlakukan SNI dan/ atau Persyaratan Teknis secara wajib, 
wajib memiliki NPB sebelum Barang masuk Daerah Pabean. 
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Pasal 31 

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh NRP atau NPB wajib 
mencantumkan NRP atau NPB pada Barang dan/ a tau 
kemasan sebelum diperdagangkan. 

(2) NRP atau NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicantumkan di bawah Tanda SNI yang dilengkapi nomor 
SNI atau Tanda Kesesuaian lain sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Menteri 

ini. 

Bagian Ketiga 
Pencantuman NRP dan NPB 

Pasal 30 

Barang yang telah mendapatkan NRP atau NPB dapat 
dipublikasikan melalui situs resmi Kementerian Perdagangan 
dan/ atau media lainnya. 

Pasal 29 

Dalam hal Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu 
berhalangan untuk menerbitkan NPB atau surat penolakan, 
penerbitan NPB atau surat penolakan dimaksud dilakukan 
oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal Perlindungan 
Konsumen dan Tertib Niaga. 

(4) NPB yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), disampaikan kepada Importir dengan 
tembusan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar 
dan Jasa serta Kepala Dinas Provinsi setempat yang 
membidangi perdagangan. 

(5) NPB yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diteruskan secara online ke portal Indonesia 

National Si.ngle Window (INSW). 
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Pasal34 
Pelaku Usaha yang telah memiliki NRP atau NPB wajib 
melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam 
dokumen pendaftaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
terjadinya perubahan kepada Direktur Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu. 

Bagian Kelima 
Informasi, Rekapitulasi, Publikasi NRP dan NPB 

Pasal 33 
( 1) Masa berlaku NRP dan NPB sesuai dengan berlakunya 

SPPT SNI. sertifikat kesesuaian lainnya atau sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Produsen atau Importir harus memperbaharui NRP dan 
NPB setiap memperoleh SPPT SNI baru. 

Bagian Keempat 
Masa Berlaku NRP dan NPB 

Pasal32 
Pelaku Usaha dilarang mencantumkan NRP atau NPB yang 
bukan miliknya pada Barang dan/ atau kemasan. 

(3) Pencantuman NRP atau NPB berikut tanda SNI dan 
nomor SNI atau tanda kesesuaian lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari kewajiban pencantuman label 
atau penandaan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(4) Dalam hal NRP atau NPB tidak dapat dicantumkan pada 
Barang dan/ atau kemasan, Produsen atau Importir wajib 
menyertakan fotokopi NRP atau NPB, dan fotokopi SPPT 
SNI atau sertifikat kesesuaian Iain. 

(5} Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPT SNI atau sertifikat 
kesesuaian untuk barang yang belum diberlakukan SNI 
dan/ atau persyaratan teknis lainnya secara wajib, dapat 
mencantumkan tanda kesesuaian, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 37 
(1) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus 

didaftarkan pada Direktorat Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu dengan menggunakan format 
permohonan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IX Peraturan Menteri ini. 
(2} Persyaratan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. fotokopi dokumen legalitas pembentukan LPK; 
b. fotokopi sertifikat akreditasi atau surat penunjukan 

beserta ruang lingkupnya; 
c. daftar laboratorium sesuai ruang lingkupnya; 
d. fotokopi perjanjian kerjasama antara LSPro dengan 

Laboratorium; 
e. struktur organisasi dan daftar personil LPK; 

Pasal 36 
( 1) LPK di dalam negeri harus diakreditasi oleh KAN sesuai 

dengan ruang lingkupnya. 
(2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melakukan sertifikasi terhadap Barang yang telah 
diberlakukan SNI dan/ atau Persyaratan Teknis secara 
wajib, maupun yang diterapkan secara sukarela oleh 

Produsen a tau Importir. 
(3) LPK yang belum dia.kreditasi oleh KAN dapat melakukan 

Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ruang lingkupnya, 
jika telah ditunjuk oleh instansi teknis terkait. 

(4) LPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus telah terakreditasi oleh KAN paling lama 2 (dua) 

tahun setelah ditunjuk. 

Pasal 35 
LPK dalam Peraturan Menteri ini merupakan Lembaga 
Sertifikasi Produk di dalam negeri atau di luar negeri yang 
didukung oleh laboratorium penguji dan/atau lembaga 

inspeksi. 

BABV 
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK) 
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(1) Dalam hal permohonan penclaftaran LPK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) telah lengkap dan 
benar, Direktur Stanclarclisasi dan Pengenclalian Mutu 
menerbitkan keputusan pendaftaran paling lama 3 (tiga) 
hari kerja sejak permohonan diterima, clengan 
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X Peraturan Menteri ini. 

(2) Dalam hal permohonan pendaftaran LPK sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 37 ayat (2) belum lengkap dan 
benar, Direktur Standardisasi clan Pengenclalian Mutu 
menerbitkan surat penolakan paling lama 2 (dua) hari 
kerja terhitung sejak tanggal permohonan cliterima, 

dengan menggunakan format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini. 

(3) LPK sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) harus 
menandatangani surat pernyataan jaminan kompetensi 
LPK dengan menggunakan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini. 

Pasal38 

f. fotokopi contoh sertifikat produk; clan 
g. surat pernyataan untuk menyimpan dokurnen teknis 

sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral 
dan/ atau regional di bidang standardisasi, dalam 
bentuk softcopy dan/ atau hardcopy untuk Barang yang 
telah diatur dalam perjanjian dimaksucl, sejak 
perjanjian telah diberlakukan. 

h. LPK harus memastikan bahwa kliennya mencantumkan 
NRP atau NPB pada barang dan/atau kemasan yang 
telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis 
secara wajib dengan melampirkan surat pernyataan 
klien dimaksud. 

(3) Permohonan pendaftaran untuk memperoleh nomor 
pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melalui online jika telah diterapkan. 

(4) Tata cara pendaftaran LPK secara online ditetapkan oleh 
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu. 
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Pasal 40 
( 1) LPK luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian 

terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau 
Persyaratan Teknis secara wajib dan akan diekspor ke 
Indonesia, apabila didaftarkan oleh lembaga yang 
kompeten kepada Direktorat Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu berdasarkan mekanisme saling 
pengakuan secara regional. 

(2) Pendaftaran dilakukan oleh kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian atau lembaga lainnya yang 

kompeten. 

( 1) LPK luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian 
terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/ atau 
Persyaratan Teknis secara wajib yang akan diekspor ke 
Indonesia, jika telah diakreditasi oleh KAN atau: 
a. Badan Akreditasi di negara asal Barang; atau 
b. Badan Akreditasi di negara lain; 
yang negaranya telah memiliki perjanjian saling 
pengakuan secara bilateral dengan Pemerintah Indonesia. 

(2) LPK harus didaftarkan pada Direktorat Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu. 

(3) Dalam hal LPK melakukan pendaftaran, Direktur 
Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan 
keputusan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja 
sejak tanggal daftar LPK dimaksud diterima, dengan 
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X Peraturan Menteri ini. 

(4) Pendaftaran LPK dilakukan sesuai dengan jenis Barang 
yang akan dilmpor berdasarkan kesepakatan dalam 
perjanjian dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) LPK luar negeri harus menandatangani surat pernyataan 
jaminan kompetensi LPK dengan menggunakan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan 
Menteri ini. 

Pasal39 
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SPJYf SNI dan/ a tau Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan oleh 
LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 
39 ayat ( 1) yang digunakan untuk memenuhi persyaratan 
memperoleh NRP atau NPB, paling sedikit memuat informasi 

mengenai: 
a. nama dan alamat perusahaan; 
b. nama dan alamat pabrik; 
c. nama penanggungjawab / direktur; 
d. nama dan alamat importir / perusahaan perwakilan; 
e. nama, merk dan tipe / jenis barang; 
f. nomor dan judul SNI dan/ atau persyaratan teknis; 
g. nomor, masa berlaku dan tipe sertifikasi SPPT SNI 

dan/ atau Sertifikat kesesuaian; 
h. kuantitas barang, untuk barang dengan tipe sertifikasi 

tanpa audit sistem manajemen; dan 
1. nomor packing list/ nomor invoice, untuk barang impor 

dengan tipe sertifikasi tanpa audit sistem manajemen. 

Pasal 41 

(3) Dalam hal Direktorat Standardisasi dan Pengendalian 
Mutu telah menerima daftar LPK, Direktur Standardisasi 
dan Pengendalian Mutu menerbitkan keputusan 
pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 
daftar LPK dimaksud diterima, dengan menggunakan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X 
Peraturan Menteri ini. 

(4) Pendaftaran LPK dilakukan sesuai dengan jenis Barang 
yang akan diimpor berdasarkan kesepakatan dalam 
perjanjian dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) LPK luar negeri harus menandatangani surat pernyataan 
jaminan kompetensi LPK dengan menggunakan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan 

Menteri ini. 
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Pasal 45 
( 1) Keputusan pendaftaran LPK diberikan sesuai dengan 

ruang lingkup dan tipe sertifikasi yang disetujui. 
(2) Masa berlaku Keputusan Pendaftaran LPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1): 

Pasal44 
LPK yang terdaftar dapat mengajukan perubahan dan/ atau 
penambahan ruang lingkup kepada Direktorat Standardisasi 

dan Pengendalian Mutu dengan menggunakan format 
sebagaimana tercantum pada Larnpiran XIII Peraturan Menteri 

ini. 

Pasal 43 

Untuk kepentingan verifikasi atau tindak lanjut pengaduan 
kinerja LPK oleh masyarakat, Direktorat Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu dapat meminta data, informasi dan 
klarifikasi tentang LPK kepada instansi teknis dan/atau 

lembaga terkait. 

(1) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), 
Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) wajib menyimpan 
dokumen teknis dalam bentuk softcopu dan/ atau 
hardcopy untuk Barang yang telah diatur sesuai 
perjanjian bilateral dan/ atau regional di bidang 
standardisasi yang telah diratifikasi dengan waktu 
penyimpanan sesuai perjanjian dimaksud, jika Perjanjian 

telah diberlakukan. 
(2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus 

memastikan bahwa pemohon sertifikat menyimpan 
dokumen teknis dalam bentuk soft.copy dan/ atau 
hardcopy untuk Barang yang telah diatur sesuai 
perjanjian bilateral dan/ a tau regional di bidang 
standardisasi yang telah diratifikasi dengan waktu 
penyimpanan sesuai perjanjian dimaksud, jika Perjanjian 
telah diberlakukan. 

Pasal42 
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Pasal 47 
(1) Dalam hal basil penilaian terhadap kinerja LPK 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak memenuhi 
ketentuan yang dipersyaratkan, Direktorat Standardisasi 
dan Pengendalian Mutu mencabut keputusan pendaftaran 
LPK yang bersangkutan sesuai dengan ruang lingkup 
yang dilanggar, dengan menggunakan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 46 
Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat 
melaksanakan penilaian kinerja LPK terdaftar melalui: 
a. verifikasi, jika terdapat pengaduan dan/ atau temuan 

Barang yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI 
dan/ atau Persyaratan Teknis; 

b. penyaksian audit yang dilakukan oleh KAN; 

c. penyaksian audit khusus atau pengawasan berkala yang 
dilakukan LPK; 

d. pennintaan informasi kepada instansi/lembaga yang 
melakukan penunjukan; dan 

e. pennintaan informasi kepada lembaga yang telah 
ditunjuk untuk keberterimaan sertifikat dan hasil uji 
berdasarkan perjanjian bilateral dan/ atau regional. 

a. sesuai masa berlaku akreditasi dan dapat diperpanjang 
melalui pendaftaran ulang; 

b. 2 (dua) tahun atau sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan bagi LPK dalam negeri yang 
belum diakreditasi KAN yang ditunjuk oleh instansi 
teknis terkait; atau 

c. sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral dan/ atau 
regional bagi LPK luar negeri. 

(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilalrukan dengan menggunakan format permohonan 
pendaftaran ulang sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IX Peraturan Menteri ini. 
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Pasal49 
Direktur Standardisasi clan Pengendalian Mutu menyampaikan 
informasi mengenai pembekuan, pengaktifan dan pencabutan 

SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 kepada Direktur Pengawasan 
Barang Beredar dan Jasa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal48 
( 1) LPK yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan 

penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, 

pengaktifan dan/ atau pencabutan SPPT SNI dan/ atau 
sertifikat kesesuaian kepada Direktur Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
disampaikan paling lama 2 (clua) hari kerja sejak tanggal 
diterbitkan dengan dilampiri fotokopi SPPT SNI dan/ atau 
sertifikat kesesuaian serta foto Barang clan kemasan dari 
Barang yang disertifikasi, kecuali Barang dimaksud tidak 
dikemas. 

(3) Dalam hal produk pangan olahan, obat, kosmetik dan alat 
kesehatan, laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
juga harus disampaikan kepada Direktur yang menangani 
pendaftaran alat kesehatan di Kementerian Kesehatan 
serta Direktur yang menangani pendaftaran pangan 
olahan, obat dan kosmetik di Badan Pengawasan Obat 
dan Makanan sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara online jika telah diterapkan. 

(5) Tatacara melakukan pelaporan secara online diatur lebih 
lanjut oleh Direktur Stanclarclisasi clan Pengenclalian 
Mutu. 

(2) Ruang lingkup LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat didaftarkan kembali paling cepat 2 (dua) tahun 
setelah tanggal pencabutan keputusan pendaftaran. 
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Pasal 52 
(1) LPK yang memperoleh informasi dari Direktorat Jenderal 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bahwa produk 
yang telah disertifikasi oleh LPK dimaksud tidak 
memenuhi persyaratan, wajib melakukan pembekuan 
SPPT SNI dan/ atau Sertifikat Kesesuaian produk 
dimaksud. 

(2) Pembekuan SPPT SNI dan/ atau Sertifikat Kesesuaian 
produk yang dilakukan berdasarkan informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima informasi. 

Pasal 51 
(1} Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

mencabut keputusan pendaftaran LPK sesuai ruang 
lingkup, jika: 
a. akreditasi dibatalkan; 
b. terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; atau 
c. terbukti tidak memenuhi persyaratan lain yang diatur 

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. 
{2} Penerbitan SPPT SNI oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian 

yang pendaftarannya telah dicabut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai 
persyaratan pendaftaran NRP atau NPB. 

(3) Dalarn hal LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicabut keputusan pendaftarannya karena pelanggaran 
terhadap ayat (1) huruf b atau huruf c, Direktur 
Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat memberikan 
rekomendasi kepada KAN atau instansi yang berwenang 
atas kinerja LPK dimaksud sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 50 
Dalam hal LPK tidak melakukan penerbitan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat ( 1), wajib menyampaikan 
laporan nihil paling lambat dalam 1 (satu) bulan. 
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(3) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
melakukan audit khusus atau pengawasan sewaktu- 
waktu. 

(4) Audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai 
pengambilan contoh di perusahaan, di gudang dan/ atau 
pasar terhadap Barang yang dibekukan SPPT SNI-nya 
sesuai informasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan 
Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(5) Hasil audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
berupa laporan hasil audit disertai laporan hasil 
pengujian mutu barang. 

(6) Audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu dan 
pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
harus telah selesai dalam waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak tanggal pembekuan SPPT SNI dan/ atau 
Sertifikat Kesesuaian. 

(7) Dalam hal hasil audit khusus atau pengawasan sewaktu- 
waktu dan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5): 
a. sesuai dengan SNI dan/atau Persyaratan Teknis, LPK 

mengaktifkan kembali SPPT SNI dan/ atau Sertifikat 
Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat {2}; 

b. tidak sesuai dengan SNI dan/ atau Persyaratan Teknis, 
LPK memberikan waktu kepada perusahaan klien 
untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka 
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal hasil 

audit. 
(8) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak 

terdapat tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) huruf b, LPK mencabut SPPT SNI dan/ atau 
Sertifikat Kesesuaian perusahaan dimaksud. 
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Pasa156 
Direktorat Jenderal dan/ atau Pemerintah Daerah Propinsi/ 
Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di 
bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap Pelaku 
Usaha dan masyarakat melalui bantuan teknis, pelatihan, 
konsultasi, analisa pasar, promosi dan/atau diseminasi di 

bidang standardisasi. 

BAB VI 
PEMBINMN 

Pasa155 
Berdasarkan informasi pembekuan, pengaktifan atau 
pencabutan SPPT SNI dan/ atau Sertifikat Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat 
Standardisasi dan Pengendalian Mutu melakukan pembekuan, 
pengaktifan atau pencabutan NRP atau NPB. 

Pasal 54 
Pengaktifan SPPT SNI yang dibekukan oleh LPK karena klien 
tidak bersedia dilakukan surveilan, hanya dapat dilakukan 
berdasarkan hasil audit yang menyatakan bahwa barang yang 
diproduksi atau diimpor telah memenuhi SNI dan/ atau 
persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. 

Pasal 53 
Dalam hal SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf a 
diaktifkan kernbali, Pelaku Usaha dapat mengajukan 
permohonan penerbitan NRP atau NPB baru sesuai dengan 
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 61 
Pelaku usaha yang tidak mengetahui identitas pemasok 
Barang sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), 

dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, 
larangan memperdagangkan Barang, dan/ a tau pencabutan 

izin usaha. 

Pasal 60 
Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang tidak 
memenuhi SNI dan/ atau Persyaratan Teknis yang telah 
diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 
7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran 
tertulis, larangan memperdagangkan Barang, dan/ atau 

pencabutan izin usaha. 

Pasal 59 
(1) Menteri memerintahkan Pelaku Usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 huruf a untuk 
melakukan penarikan Barang dari peredaran. 

(2) Menteri memberikan mandat penarikan barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur 

Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. 

Pasal 58 
Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif 

berupa: 
a. penarikan Barang dari peredaran dan/ atau pemusnahan 

Barang; dan 
b. Pencabutan NRP atau NPB. 

Pasal 57 
Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3}, dikenakan sanksi 
administratif berupa penarikan Barang dari peredaran 
dan/ atau pemusnahan Barang. 

BAB VII 
SANKS I 
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Pasal 65 
{ 1) Pelaku U saha yang tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 34, 
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis 

dari Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu. 
(2} Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 

diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut 
dengan tenggang waktu 10 (sepuluh} hari kerja. 

Pasal64 
Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh NRP dan NPB dengan 
memberikan informasi yang tidak benar, dikenakan sanksi 

pencabutan NRP atau NPB. 

Pasal 63 
Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 32 dikenakan sanksi administratif 
berupa penarikan Barang dari peredaran dan larangan untuk 

rnemperdagangkan Barang. 

Pasal62 
(1) Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan NRP atau NPB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau tidak 
menyertakan fotokopi NRP atau NPB dan fotokopi SPPT 
SNI atau sertifikat kesesuaian lain pada Barang dan/ atau 
kemasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4}, 
dikenai sanksi adrninistratif berupa larangan untuk 
rnemperdagangkan Barang sebelurn dilengkapi dengan 
NRP atau NPB yang telah dimiliki. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

dilakukan atas perintah Direktur Jenderal Perlindungan 
Konsurnen dan Tertib Niaga untuk atas narna Menteri. 

(3) Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan Pelaku 
Usaha tidak melaksanakan sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), dikenakan sanksi berupa 

pembekuan NRP atau NPB. 
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Pasal67 
(1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan LPK tidak 

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48, dikenakan sanksi administratif berupa teguran 

tertulis. 

Pasal66 

(1) LPK yang tidak memenuhi kewajiban penyimpanan 

dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa 

peringatan tertulis. 
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 

diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut 
dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. 

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), LPK tidak mengindahkan peringatan 
tertulis, dikenakan sanksi adrninistratif berupa 
pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkupnya, 
dengan menggunakan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri ini. 

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak mengindahkan 

peringatan tertulis, dikenakan sanksi administratif 

berupa pembekuan NRP atau NPB. 

(4) NRP atau NPB yang dibekukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dapat diaktifkan kembali jika Pelaku Usaha 

telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 dan Pasal 34. 

(5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling 

lama 14 hari kerja sejak tanggal pembekuan NRP atau 

NPB, Direktur Standardisasi dan PengendaJian Mutu 

mencabut NRP atau NPB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). 
(6) Pembekuan dan pencabutan NRP atau NPB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberitahukan secara 

tertulis kepada Pelaku U saha. 
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Pasal 71 
NRP atau NPB yang diterbitkan berdasarkan SPPT SNI 
dan/atau Sertifikat Kesesuaian dari LPK yang telah dicabut 
pendaftarannya dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis 
masa berlaku SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaiannya. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 70 

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan/ atau 
Dinas Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang mempunyai tugas dan 
tanggung jawab di bidang perdagangan melakukan 
pemantauan terhadap pelaksanaan penarikan Barang dari 
peredaran dan dapat berkoordinasi dengan instansi teknis 
terkait. 

LPK yang tidak melakukan: 
a. audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu terhadap 

kliennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3); 
a tau 

b. pencabutan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7). 

dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan 
pendaftaran LPK sesuai ruang lingkup yang dilanggamya. 

Pasal 69 

Pasal 68 

LPK yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa 
peringatan tertulis dari Direktorat Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu. 

(2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang tidak 
mengindahkan teguran tertulis dalam 1 (satu) bulan 
selama dua kali berturut-turut dikenakan sanksi berupa 
pencabutan pendaftaran LPK. 
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Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang 
Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan 
Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan 
Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 72/M-DAO/PER/9/2015, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 75 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

NRP dan NPB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya 
Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa 
berlaku SPPI' SNI atau sertifikat kesesuaian berakhir. 

Pasal 74 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 73 

Pasal 72 

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga dapat menetapkan Petunjuk 
Teknis untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jcnderal 

· n Pcrdagangan R.I. 
f;$l,J iro Hukurn, 

MENTERI PERDAGANCAN REPUBLlK INDONESIA, 

ttd 

THOMAS TRIKASlH LEMBONG 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 April 2016 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Serita Negara Republik Indonesia. 

memerintah kan mengetahu.inya, orang setiap Agar 

Pasal 76 

Peraruran Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan 

cerhitung sejak tanggal dlundangkan. 
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5. No. SPPI' SNI/ Sertifikat 
Keeesuaian 
Masa Berlaku SPPI' SNI/ 
Sertifikat Kesesuaian 
NamaLPK 

4. Nam.a Pabrik 
Alamat Pabrik 

3. Komoditi 
'ripe/ jenis 
Merek Dagang 
Nomor clan Judul SNI/ 
Persyaratan Teknis 
Jenis Kemasan 

2. Nama Penanggung Jawab 
Jabatan 
Telp/HP/Faks 
Emo.a 

Kode Pos 
Propinsi 
Telp/Faks 
Ema.ii 

1. Nama Perusahaan 
Alam at 

PERMOHONAN NOMOR REOISTRASI PRODUK (NRP} 

FORMAT PERMOHONAN MEMPEROLEH NRP 

LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24/M~DAG/PER/4/2016 
TENTANG 
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN 
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Salinan eesual dengan oslinya 
Sekretariat Jenderal 

· on Perdagangan R.I. 
Biro Hukum, 

THOMAS TRJKASIH L,EMBONG 

\td 

MENTER! PU:ROAOANOAN REPUBLIK INDONE:SIA 

Sersama ini di:sampelkan ke;engkapan dokvmen sebagal bet'ikul: ,. F01o1<opi Surai lzin Osaha l'erd39an9M: 
2. Fotokopl Tenda Oartar Perusahaan., 
3, FO!Okopl SPPT SNI atau .serlihkat kesesuaian lain yang telah ditMda.sahkan ofeh lembaga penilaian 

kesesua!an penerb!t; 

• Surat pemyalaan un1111c menyimpan dokumen takt'll!I sasuai waktu yang dlsapal<atl da!am perjan,an btalatat 
daM1tw reg1on,1 di Dldang sasndar<JiSasi dalt1rn bentuk sclrcopy dMhlllau hM<lC-OPy unwk. Bif8fl!J yang 
tMBh memr dalam oerianiian dimaksud, seln """naniian lelah dbe1lakukan:. 

5. FOlOkODI Nomor Pokok Wa lb Pafak <NPWP) peruSINln; 
6. Foiokopi okte penc,Jrlan dM S)el'IQeSlhen t>adan huk\ll'l bag! i:,ervsanaan yang betbentttk ~an hukum clan 

akle pen.1bth&n {ii(a ada} keC\JSU (Jefuaallean pero,angan; dan 
7. Oesalnlfoto penompatan tar.da SNI, Nomor SNI darlfalau Potsyaratan Tokn!s scrta NRP pMa produk. 

dfmfatau k.omasan. 
lnfo,maSi daerah Pe.masart1n: 
No. PtOIAnsi K1.1bupa1en1Kota NGmo Ofstrlbu10r Alemot (No, Te1p1HP) ,. 
2. 
... 
dSL 

OOkumen «111-ebut di at.aa dibual denp,n mungguMya, apabilo terbukll tldtlk ben&r kaml WMdia 
monerlma ,ankai ae1ul'II denoan ktt•ntuan pert1turnn perund1ng,.undong.n. 

Ap&b!la pem,ohONn kaml dta~ujui, lt4lml 1Un mem&ld11 ktwaPban l)trhlf9it'IQ Nom« Roglttrell Produk 
don ktteneuon-kotentuan y,ng betlak;u bt1ka,1sn den911n Nomor Reglttrnl Produk yung kGml Ml!lki ontare 
llln: ,. Monconlurmlon Nomor Regl&tfl'l$1 Proctuk. pado blfMQ, kema11n dant atau llbet; 
2. Molaporka.n totillp fldo perub:lhan ke~, ~torlt Stand11rd!1esl dan Penoondtf'i'8" MulU. 
3 Mtmperd191ngk1n borang yang mtmonuN porsyoraton SNI yono re'6'l1n; • M.mellh1ta 11111.11 SenlllJta, Kesosu8!1t\ e, M.:nstuhl Htnul ket1ntutin ctn p«1h.11'1W\ yang bfftlku 

.. ... "' . ........................................... 
Po,nohon.. 
Nom, 

Jaboton 

caman; 
PotmohOl'lln pond~lwan !nl <bompoll<M k.f:patla Dlft>ttorat Slttnda1dl$11I dsn Pengondllll81\ Mutu 
1(1rnontotl1n Pordogangon, 1oeorn lnngsung tlav mt'.llu1 oo!Nt• jlk1 tel8h dtler&pk.fn, 
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THOMAS TRIKASIH LEMBONO 

ttd 

MENTER! PERDAGANOJ\N REPUBWK INDONESIA 

Salinan .!ic::.ual dengan aslinya 
ial Jenderal 

dagangan R.I. 
ukum. 

Temllunnn : 
1. Dirjen Pc.1·l11ld\111gM Kon,umc:n d-8.n Ten lb Nl11gi, 
2. Dire.kt-ur Pen . .gawn11an ew·1u1e Serednr dnn JAM 
3. KcpBlA OinlUl'I Propinsl ...... 
Calntnn.: 'i Otno.s YMC mcmp\111:)'ll.l Ui.gt• dAn lo.nggungltl.~·llb di bidMg perdl\&Anl(ln rll lokae\ 
pablik, 

Ja.kllttl\, . 
l)lrtktur StAn<hmliaa&.i de.n fcJ11_Ctu(h,Jlan Mutu 
'""""' I It J NIP. 

----· ·- -··· -·- ·------- .. ---- =====---:::..=-.::::::.:::=== -··- 
·-----~ --·-- .. ·--·-- --- .. -···-·--·--···--·-·-·- - -·--- --·--.·- ·--··---·-·-··-- 

-·----· .. ····--- _,_ _, _ ---·--· .. ·~-·····-··- ·- ·--- ----·-··-·--····· ...... - ..... ,_ - 
_______ .... _, __ - -----· _, .. _. .... ,,,-··-····--·--- 

--- ·---···--·---·---- 
-··----·-·-·--····-·-·--···----···---· -·---··-·-··-·--··--·-- ... _ ···----·-····--··----· 

.... -- .. ---·-····· ---·-- 

NRP lnl berlo.ku. ,ompot dengon don dt\PQl dfperpcn1J~n(t/dlbekuk1m/ dlCAbut 1i<ltua.l deng 
Jl;c;tonwan yl\ng bc.1•b•ku. 

x x x x x x x 

NOMOR R801$TR,\$! PROOUK (NRP) 

'felepon/F'nb 
Kodc Po, 
Propin1I 

3. AlM'l(:U P(\brik 

'l. Ko,nodltl 
'llpe /Jeni• 
Merck 
Nomor do.n/1\tAu .ludul 
SNI/ Pt1•)'fl.1'otM 'l'elmJ• 
No. srrr SN!/ S•nll\ko1 
Kr.ac:1u.aalan 
Mo.st1- Bcrh1ku Sl'l'I' $NI/ 
St11IOka1 Kcae11.1~M 
N8.l'nA l,PK 

Kode Po.s 
Propin:ri 
1"clp/P'ftkif 
Ahvnnt l~mnll 

Nomor Rq:;istra5i Produk di bawnh inf : 
xxx xxx 

Dibcrilw:l kepudn; 
1. Nrtmfl l\1ru$olulful 

Al&mllL 

FORMAT NOMOR REOISTRAS! PRODUK 

1.AMPIRAN I! 
PERATURAN MENTERI PEROAOANGAN REPUBLIK lNDON!>SIA 
NOMOR 24/M-DAO/PER/4/2016 
TENTANG 
STANDARDISASJ BIDANG PERDAGANOAN 
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THOMAS TRIKASIH LEMBONG 

ud 

MENTERJ PERDAOANGAN REPUBUK INDONES!A 

1 ,.. 1 
NIP, 

Jakarta, .. 
Dircktur Sto.ndardisasi dan Pul_g1!J'l(la.ll.an Mutu 

ApabiJa Saudara rnasih bc.flninot untuk rnemperoleh NRP. Saudara dapa1 mc:n~uk~ 
pcrmohonan yang baru dengan mtmperh.a1ikan eteeen peno!akan terse-but. 

·----····---·· --··- 
·-----··-··-·--·-··--- 

·--·········---··-·-- ·-----··-····-·----···-··--·-·--··-----··--· 

Dengan ini kami informasikan bahwti permo:>hM!!n Saudara Dl'TOLAK dengan alasan scbaeai 
bcri.kut : 

Neme l,PK 

..........................................................................• 

................................ , .........................................• 

Merck 

Tipc /Jenia 
Tanggal Permohonan 
Nq. $pPr SNI/ SetciDkat 
~$e$UtllM 
Masa Bcr)aku SPPT SNl/ 
Scrtilikat Kesewa.ian 

Nama Produk 
Nomor dan/atau.Judul 
SN"I/ ~yaratQl"I Tekn{:s 

Bcrdasarkan h..,sil penilEuon 1erhi.\dap permohonan Saudara : 

Kepeda Ytl\. 
Pcnanggungjawab pcrusaha.an 

Pt:!,oh,kan Perrcohcnan 

NQmo-r 
J..wnpirru. 
Pcrihid 

FORMAT SURAT PENOLAl<AN PERMOI-IONAN ME:MPEROLEH NRP 

LAMPI RAN Ill 
PERATURAN MENTER! PEROAGANGAN .REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016 
TENTANG 
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN 
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.................................................................. 

.................................................................... 
..................................................................... 

.................................................................... V. 1. No. SPPI' SNI/ Sertiflkat 
Kesesuaian 

2. Masa berlaku SPPT SNI/ 
Sertifikat Kesesuaian 

3. NamaLPK 

.................................................................... 3. Negara 

. . 

............................................................... 

................................................................. IV. 1. Nama Pabrik 
2. Alamat Pabrik 

............................ .., . 

............................................................... 

................................................................. 

................................................................ . ······························································ III. 1. Komoditi 

2. Tipe/Jenis 
3. Merek Dagang 
4. Nomor da.n Judul SNI/ 

Persyaratan Teknis 
5. Jenis Kemasan 

.................................................................. 

. ································································· 
································································· 

II. 1. Nama Penanggung Jawab 
Perusahaan I Importir 

2. Jabatan Penanggung Jawab 

3. No. Telepon / No. Fax. 
4. E·mail 

................................................................... 

I. 1. Nama Perusahaan I Importir: 
2. Alamat 

Kode Pos 

3. No. Telepon / No. Fax. 
4. &-mail 
5. NomorAPI 

PERMOHONAN NOMOR PENDAFI'ARAN BARANG (NPB} 

································································· 

FORMAT PERMOHONAN MEMPEROLEH NPB 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016 
TENTANG 
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN 
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sesuai dengan aslinya 
iat Jenderol 
ordagangan R.I. 
o Huku..m, 

THOMAS TRJl<ASIH LEMBONG 

ttd 

MENTER! PEROAOANOAN REPUBLIK INDONII$1A 

Ca.tasen i 
Pcrmohonnn PendaClurnn lnl c.Jisa1n1uUka.11 kopada DlrcklONlL S1.Ando.rdhM11t d.M 
Pcngcnda.Llnn Mutu Kcmentcrirut 1>erdo.uo.ua·ru1, troet\te 1ong11ung atau mclalul onllnc 
Jlka teloh dlterapkon. 

lld 
N81'1'1A 

Jabelan 

P<:mohon, 
.................. , . 

Apabila permohonan ka1nl disctujuf. kornJ aken mcmo.tuhl kewajlban pernecAng 
Nomor PendWtar!ln 13arftnC dao kctcntuAn·ketcntuen yong bcrlaJc~1 berkaltAn dengau 
Nomor PendMumm B&rans ynng keml niilikJ, antsra lo.in: 

1. Meneentumkan Nomor Pend!Ulftr8n Banrng padn blll'Ong. ltcmo.aan. do.n ato.u 
)Abel; 

2. Meloporkan i,eLiup uda pt:rubahan kcp11.da Dlrektornt Sw.ndnr<lisosl don 
Pengcndnlinn Mutu; 

3. Momperdo~nskan Bar ant yanu ,r1emtnuhl J>Ol'll)'Ol'f.lhln Stfl ytu'lg rclcvo.n; 
4, Mcmclihnra t1U1Htfl StrLlf'ikl\l l(efJO&uelao; 
S. Mcmatuhi i,emun kclentuan den peraturan ynng borloku . 

Dokumen tersebut di alrU~ dibtuu dengnn t1;es:ungguhnye, apo.blJn tcrbul«I Lldnk benar 
kami boncdia mcncrima 111ankal sesuat dcngan ketentuen yang berteku. 

I. Fotokopi Angk:n. Pengenal lmportir (API): 
Fotokopi SP?T SNJ atau Sertifikat Kesesuaian lain yang mas.lb terpelthara 

2. acrtifikaainya yang dibuktikan dengnn umggal tanda sah yang terbaru oleh 
nimninan Lcmbaea Penilaian Kcseaunian oenerbit, 

3. Desl\in/foto penempatan tende SNI, Nomor SNJ dan/ntau Persyaratan Teknis 
serta NRP neda nroduk dan/a1au kemasan: dan 

4. Surat. pernyataan untuk menylmpan dokumen teknls sesuai wekru yans 
<lisepakati rlalern pc1ja1tjian bilateral dan/ntau teglonru dl bidans stenderdiaael 
datam bcntulc: s<1ftcopy dan/ntau hardcopy untuk Bo.rang yang telah dia.tur 
dalam pcrjorijian dimaksud, sajek pcijnnji.an telah diberlMmkan; 

Bersama ini disampaikan kclc.ngkapan dokumen sebagal berilrot: 
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Tembusan: 
1. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 
2. Direktur Pengawe.san Barang Beredar dan Jasa 
3. Kepala Dinas*} Propinsi ...... 

Catatan: •1 Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan di lokasi importir. 

( , ) 
NIP. 

Direktur Standardisasi den Pengendalian Mutu 
Jakar'ta, . 

NPB ini berlaku sampai dengan ......•.... dan dapat dibekukan/dicabut sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

3. NamaLPK 
Nomor SPPT SNI/ Sertiftkat 
Kesesuaian 
NamaPabrik 
Alamat Pabrik 
Negara 

2. Komoditi 
Tipe /jenis 
Merek 
NomorSNI 

Telp/Faks 
Email 

1. Nama Importir 
Alam at 

Diberikan kepada : 

5 x x x x x x x x x x x x 
Nomor Pendaftaran Barang untuk produk dengan sertifikasi tipe 5 di bawah ini; 

NOMOR PENDAFI'ARAN BARANG fNPBl 

FORMAT NOMOR PENDAFI'ARAN BARANG (NPB) 

LAMPIRANV 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016 
TENTANG 
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
.J!~~Lariat .Jenderal 

rdagangan R.I. 
Hukum, 

ttd 

THOMAS TRIKASIH LEMBONO 

MENTER! PEROAOANOAN REPUBUK INOONESIA 

l<lnlwM' 
1 Olrjc,, l>trllndunean Konsumcn dan 1'trtlb Nie~" 
2, Dlrektur Penpwnenn 131.\l'tm& racrtd(V dM JG.IA 
3. Kti>&lo Olno,.•) Proplnsl ...... 

CoUHM:, 01.naa Ytu'I.G mcmpunynl tugr,,1 dl'J1 ~nagunslllwno lll bld•nQ pc.1'il•gm1.gM df IOkHt lmpor\lr. 

NIP. 
(,.,<I I I I eeett,ete I I ee,1ee1I 

l>lrtktur Sc.M<l1Vdl1MJ dM Pcngcndn.llM Mutu 
JRkP.1'1'1, ,,,.,..,,,,,,,,,,. ........ ,,, 

NPn lnl hMYA l'lerlflk\J uni:uk nemer SPPT SNI/Scrtit'lkt11 Kc•c1uru"cu1 ya.ng tcrcMtum. 

............................... , . 
......................................................... 

......................................................... J, N11ma t.PJ\ 
Nomor SPPT SNI/ Srrtifikat. 
Kt;tOSUo.lM 
NaruQ Pab1'll( 
l\lom&t Pabrlk 
t'rgAr1' 

......................................................... ......................................................... 2. KomodltJ 
Tipc /jc:nl& 
Merck 
Nomor $NI 

................................... , .. , . 

......................................................... Telp/Fnkis 
EmoJI 

............................................ , . 

............... , .. , ...............................•...... 
Dfberiknn kepMa : 
1. Nw:na Im p<>rlir 

AlBmBl 

x x x x x x x x x x x x 
No,nor PendnfUl.f'M Sarang unt\lk produk t,lt:nkMI "l'.!1 Lltika.sJ upe 1 di ba.wnh [ni: 

NOMQR pr.:NUAf'.J'ARAt'i BA.RANG WPBl 
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THOMAS TRfKASJH LEMBONG 

t\d 

ME:NTl!:Rl PERDAGANGAN REPUBUK INDONl!:SlA 

NI?. 
l1t:111;11111eren111eeee11) 

Jakar.a, .. 
Dir.--c-ktur Standardisasi dan Ptngenda.liw1 Mucu 

Apabila s8Udara maslhbermirurtUO.tiikmcmp¢r01thiir'e. saUd&rii'd.8p8.lffltll8aJUkM 
pctmohOnan yang be.ru dencru:i memperh~tik:in n,IM.an penotakan tereebuc. 

--------····-----·------ -- ------ ------ ---·-·----·····----·--··------·--- 

Oengan ini kami inrormasikan ba.hwa pcrmohonw, Si!.udoni. DliOLAK dengan alasan 
sebagai berikut : 

N.ama lmpOrtir 
Al(l,.~8l 
NomorAPJ 
Mama Barang 
No. SNI 
Merck 
Tipe /Jeni:s 
Ua:ma L.PK 
Nom<>r SPM' SNl/ SertlOkM 
XesewaJan 
Naroa Pabrik 
I\Jum""t Po,tdk 
Ncg&ra 
1'anggal Pcrmohonan 

Bcrda&arkan hasil penila.ian tcrbada.p pc.nnohonan S.lUcl(u'Q; 

Kcpada Yth, 
Pcn(IJllIKUngJ11.willb pttuS.#1flhn 
/hnponir 

; Penotakan Pcrmobonan .NPB 

Nomor 
Lampiran 
Pt:rihaJ 

Jakarta 

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN NPB 

L,AMPIRAN VJ 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24/M·DAG/PER/4/2016 
TENTANG 
STANDARDISASI BIDANG PERDAOANOAN 
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THOMAS TRIKASIH LEMBONG 

ttcl 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBL!K INOONESlA 

CaW.hiJl! 
•t Ot\p.:tt diga.nll deogan Tanda Kesesua.inn eesuei d<msan k.etc:n1un,n pem.ruran 

perunria,l'!;e-undansa.n 
") Nomor SN'I unruk produk yang bersengkaten 

Dapet dirul.ia jug a denga.n formal SNI "XXXX;XXX.X" 

NRP x xxx~xxx-xxxxxx 
x x x x x x 

.. , 
x x x x No.SNI 

*) 

TATA CARA PENCANTUMAN NOMOR REGISTRASl PROOUK 

l,AMPI RAN VJ! 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24/M-OAG/PER/4/2016 
TENTANG 
STANDARD!SAS! BlDANG PERDAOANOAN 
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Salinan seauai dcngen asllnya 
tariat Jendcral 

Perdagnngen R. I. 
. 1- lro Hukum, 

THOMAS TRIKASIH ~EMBONO 

ltd 

Mll:NTll:RI PEROAOANOAN REPUBLIK INOONESIA 

Co.tnta.n: 
•) DctpAt dJg(UHI de,,eo,n 1'Mdl\ l{e&et\lftifln SCI\IAI df'l\lllVI lU!tentuRn pur<ilUl'lll 

p.:rund111&·undur1gon 
••) Womor SNI un1uk produk ,YMg bcr•o.ntl)cut.-n 

Dt1pM dituUs Ju44 derinttn rorrr.uu SNI "XXXX:XXXX'" 

x x x NPO x XXX·XXXXXX 

x x x x x x No. SNI: 
") 

x x x x 

*) 
TATA CARA PENCANTUMAN NOMOR PENOAJ'IARAN BARANG 

LAMPI RAN VII I 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016 
TENT ANO 
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN 
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THOMAS TRIKASIH LEMBONG 

ttd 

MEHTERI PERDAGANGAN REPUBUK INDONE:SIA 

• corer ynng ndak. perlu 
rormulir ini hw.a.p d.i$tlr.:p.\ika..~ k,tpade:: 

Dirtk.torat Standard.bu;{ cla.o Pitcncendalia.n Mu.tu, Kem.utcrla.n Perdap.ncan 

N'A1',CA. & AL-\MAT PEMOHON: NAM.A & JABATAN KONTAK PERSON : 
KO. TELE.PON: I so, FAX; Al.AMAT &-MALL: 
NAMA & Al.AMAT U:.MBAOA P£P.il.A1AN KESESUAJ.A.,.: 
SfANDAR & SPESlFtK.ASf YANG Of).iOHOt."KAN PE..'IDAn-ARA-'lNYA: 
t.lika lmlom ini HAAk cukua. ha.1':nd:!a:n~rlc:2.r.. da!am !ie:tbaran tambaban' 
Nomor da.n Judul SNj/~.r&yarata.n Tckni$ I Pw:a,r~tt/SptSlfl.Jc:ast 

LAMPIRAN OOKUMEN l'ENDUKUNG: 
I. Fotokoni dokumen .... bMtuka:l LPK: 
i. F'ocok:c,pi Sttti.fikat akrcditasi ataU sut&l pcou.nju.kan bc:$erta n,i.Q..,g Ungkupnya; 
3. Daftar laboiatonum snu~ n.ian• En ca: 
4. FO(okoni , . .ia:l kc . antara LSProden l.abwatonuo: 
5. Struktw' ors,~ cb.., d.'truv U'K: 
6. FO(okorM contoh .scrtifikn< . dan 
7. Swat perf\Yi:&ti'.Lan untuk M.ffl)impan dokumcn tciati& .se!S\:W w-.J,:t.u yang discpake.tl dale.m 

perj-anjiarl bilat.tral ~en/atau regional di Wm.a s1and:trdisa.s1, dalam bentu.'c soficoPJ! 
danf atau 1'an::icops, u.nt~ ~g yang tdah diatur dalam pcrjanjian dimak.$ud, ~ak 
... eriamtan t.clah cb'orrl.4kukan.. 

8. LPK baru.s ~a&tikan bah•ol t!~ m..mcat\Wffl.ka NRP atau NPB pada. bwwix 
dan/a:au. kcmuan yar.g tda.~ dibtt!a:Jrukao Sst dMl/aUtU Per5yaratan Tek.nis seeara "''ajib 
den-- mela:nritrletn 5'~.ni.t -,,araan da..'1 klicn dimaksud. 

P$RJANJIAN 
Pemoh.on. sepakat. untuk : 
I) Memcnuhi &eiuruh kondisi dan p:nya.~ yang sesuai untuk mel~ .sett.Ulkasi 

produ.k berda,$;ltk.u:i TegUbsi 1tknis tenta."\g pcmbcrlaku1D S~I !inolnurn ~rs:VMata.."l TtkniB 
ssaa 2:1!ii~; d.ua 

iit M~ta,kan bahwa Oi:ttkt(lrat Standaniiasi - PengendaUan. Muw Kem.cntc:riwl 
Perd:i.gartgan ridak: bertanggungj..>;J.'lib tcrhadap liehuuh ti.abillt.aa.. keru&.akan, kl.aim, bii.v• 
dan pt:ngduaran yang dilimbu.lkan ~ 1-..asil dart ttndakan yang dlBmbiJ oleh Oireklor.u 
Standaniisasi dan Pf:rtgend~tan t.turu ............... !'mlagangan berkenarui dtncan 
pendaftaran. 
Tanda u.ngan Ptmohon a TaniP1 I Na..na dAn Jabtnan I Cap Pcrusahaan 

Pcrmohon.a.n pc::nd.al'tar.1/p:ndafi;wan ubt.r.g Lembap. ~~ Kest"SUaJan (LPK)/Lembaga 
Scrtifilta:si Pro('luk {LSProt oatam Nf!rer,/Luar Hq:eri• unwk ml!'laksanak:&n :sert.ifika.si produk 

dal:un ranska pengawasan Seang ,ang tdah diberlaku.an SNI dan/atau Pcnyar.1.twl Tek.,i• $tCl'JJ'6 
wa'ib 

FOR.\fUUR PER).!OHOK.'\N PENDA.FTARA:"f/P8Jl..'DAF'TAR~ UlANG 
LEMR~G.S PElill.Al1\N KESESUAIAI' (LPIQ/ 
L&MBAGA 5£RTIF1Ki\SI PRODUK R.SPro) 

FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN LPK 

LAMPIRANIX 
PERATURAN MEl\,ERI PERDAOANOAN REPUBL!K INDONESIA 
NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016 
TENTANO 
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN 
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* coret yang tidak perlu 

f. • ••••••••I••••• <I I I 1 •I•,.) 
NIP. 

Jakarta, . 
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu 

Surat Keputusan Pendaftaran 1n1 berlaku sampai dengan dan dapat 
cliperpanjang/ clibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa 
Lembaga Penilaian Kesesuaian/Lembaga Sertifikasi Produk tersebut di atas, sudah terdaftar 
dengan ruang lingkup yang tercantum dalam Lampiran A serta memenuhi ketentuan dan 
kewajiban yang tertuang pada Surat Jaminan Kompetensi LPK/LSPro Dalam Negeri/Luar Negeri*. 

...................................... .., . 
Telah memenuhi persyaratan pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditetapkan sesuai 
Peraturan Menteri Perdagangan No............................. tentang 

Penanggung Jawab 

Jabatan 

(alamat Lembaga Penilaian Kesesuaian/ LPK) Alam at 

(nama Lembaga Penilaian Kesesuaian/LPK) Nama 

Diberikan kepada 

Nomor: . 

KEPUTUSAN PENDAFTARAN 
LEMBAOA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK) 

DALAM NEOERI/LUAR NEOERI* 

FORMAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN LPK 

LAMPIRAN X 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016 
TENTANG 
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN 
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seeual dengan aellnyo 
taria; Jenderal 

~~~ ,- . .,."-P_crdogangan R.l. 
iro Hukum, 

THOMAS 1'RJKASIH ~EMBONO 

ttd 

MEN'fl!:RJ PEROAOANOAN REPUBUK INOONESLA 

• coret )'tm,C tld&k pertu 

NIP. 
( ... ,,, ,.,,,., 111 •• , ,,,,.,.I 

Jakartn, . 

llUl\n8, J,lngkVp P(!ndn/1.Artl_n 

Pc.raltiran Tcknh; t..cmbagu dan Nomor TttngsnJ AkrcdltasJ/ Produk 11'1omor Stil/ Akrc:dita&i/ Nomor SuraL Pc1\unjukru1 Perevarnten T~knls1 SK PenuniukM 

LampirM A l(eputuaan f'elldafiaran LPK/L.Sf"ro Dalam Ne~l'I/Luar Nc-g,el'i• 
Norn or: 
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THOMASTRIKASIH LE:MBONG 

ttd 

ME:NTERI PERDAGANGAN REPUBL.IK rNDONESIA 

'T'ti!tnbusnn: 
I. Dhjcn PKTN (6eba.gai lapom-n): 
2. Dircktorat Peng.t"'U.$0,n Barang Bercdar dan Jasa; a. Komite ,\kr<:dita91 Nagional., 
• oortt yang IJdak pcrlu 

........................... , 
NIP. 

Jakarta, . 
Din:ktur Stundnrdi$a!la dan Pengcndalian Mutu 

OcmjkiM knmi SM'lpaikan, i,1~~ pcrh:ltJ'an dan kerjasamanya kruni uctt.pl«t.n 1..1e:rlmakasth. 
........................................................................................ ........................................................................................................................................................ 

Mcrujuk aurat saudara nomor ..... IM00:,-1 .... pr.nbaJ ..•.•..•. yang kam..i tenmu pade tMBsnl 
....... , bcrsA.;u, ini krunl sampaikan bahwa pendlUtarM I.PK/lSPro saudMa dltgla)u dengun 
Ah)s.1'.fl sebagai bcrikut: 

Penanggungjnwitb 
Jabatan 
Nl))'nn t.cmbaga P<:niJaian Kesesuaitu1 (LPKI 
Ala.mat 
Kode. Pos 

Kepada Yth. pttiolekan P~ndafto.ran 

Nomor 
Lampi.ran 
Pc-rihu) 

Jakarta, . 

FORMAT SURAT PENOLAKAN PE:NDAF'TARAN LPK 

1.,AMPIRAN XI 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONES!A 
NOMOR 24/M·DAO/PER/4/2016 
TENTANG 
STANDARD!SASI BTDANG PERDAGANGAN 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
\~ arlat JenderaJ 

Perdagangan R.I. 
· o Hukum, 

~ 

THOMAS TRIKASIH LEMBONG 

ttd 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONES!A 

Tanda tangan : 
Nrun<\ : 
Ja.bntnn: 

Kami yang bcrtandatangan di bawa.h ini mcn)'atakan bah\l.'1:1., kami: 
(I.. Menjwnln pe:.metihru-aa,i ecerue a.1ctedi1.nsi LPK/LSPro (untuk yang t.f'rakrt'dJtasiJ~ atau 

Akan mcngajukan permohon.an a~cditam' kepada KAN paling Jama 6 (cnamJ buJan seteleh 
pendru"u,1ran (ut11uk LPKyans dllunjukt 

b, Menjnmin bnhwa 3t'IT<lml l!;ertil'iJ<n$i produk sf'-"l.\lid tle.ngftti pros.edur dan ketenruen 
peremran pcrundang·undangan. 

o. 8':nle(UJ1 mel3porlrnn keparl1,1 Oirekto:at Slandatd!S&si den Pcngendalian Mutu terhadap 
setiap perubahan: 
• status legal, komersn, organisaaj nu1.u a.kred.i!asinJu; 
• pcrsonil kunci; 
• etemer: 
• hal·hal yang mcmpcngatuhi pcmcliharaan kcsesuai.a.n dc:ngan kriteria atuu 

pwwtuatM yane ditetllpl«l.n oh::th Direktornt. Stw1daT'(li$(l$l dan Pen~dallan Muw 
Kcmenterian Perdaga.ngnn. 

d. M<:naati scgala btnt.uk kcwajiban clan ketenwen )'a.ng rcrcemum drurun peremrnn 
perundani::• u.nc:f;)Jl (t,llln 

e. Memahamf segala benruk konaekuensl ams petanggaran terhadap pem)'at.i.an jamir.ttn 
kompcternii y.i.n.g lelah dllw-.1.dalO.n,ll.Wli. 

Surat Pernvataan Jam.innn Komnetensi LPK/LSPro Oalam Negeri/Luar Ne11c.ri'" 

SURAT PERNYATAAN JAMINAN KOMPETENSI LPK 

LAMPIRAN XII 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLfK INDONESIA 
NOMOR 24/M·DAG/PER/4/2016 
TENTANG 
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN 
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S · an sesuai dengan Mlinya 
tariat Jenderal 

~~~~- Perdagangan R.I. 

1iroHukum, 

THOMAS TR!KASIH LEMBONG 

ud 

MENTER! PERDAGA.~GAN REPUBLIK INDONESIA 

• CCtCl yang bdak p,erlu 
f'ormubr ini tum1p (!l~kao ktpada: D.ltc.ktotat Standa.rcliP.si dlltl Pence:nd.ali.an. Miltu. dlst:nai 
deng:in dolrumotn.tas5 Jafntt;"a Jtka ada peruba.~ informasi. yang cdah di$WDi)aikw,; pede pt,l\daftatan 
ewer sebagni Lttftbaga Pt:nPai;;n ~LS.Pro. 

Sttt.ifibst Pmduk Oala!'!I •• ~" Luar Ne--'* 
NAM.A & ALA.MAT 1'£.MOHON! ~V,A & JADA.TA.lit PENOHUBUNG 

~0. TEU:PON, I NO. ",'!,)(; I AL.\MAT E-MAIL, 
NAMA & At.AMAT LEMBAGA S6R1tPtXASI FR(JDUK (LS~ 

No. KEPVTUS..',.N PENOAfTARAN: 

lNFOR.MAS[ YANO 011\JUKJ\N UNT\1K F£Rtra.\..fl.\N/PENAMBAHAN RVANG UNGKV.P: 4Jib. ko,1om 
tni tidak culiruo. ha."UD dilam-; dalam k.mberan ta.mbehanl 
PERJA.NJ1AN 
Pemohon ~pe.kat untuk : 
L Mcmenuhf ~hanth kon.di!P ~ penyar.\tan _yang sesuai uatuk mclaksan.e.k.a."l sertifikasi 

prod\Ul. berd.Polkan r~gulasl ~ Mm~ SN1 canl1tau Ptts\.·mb1D IcJsoi:5: :im:.am 
Wit1ib; d&n 

ii. Meny;l.W(~ b,hwa ~ Sta.neSardi.sasi - Pmg.ndalian MUN Kc:menteiiM 
1><:,ch13M,p.r; iidak berte.ngguesfawab tahadap 6Chmlh liabitita&. kerutwt.an. kliurn, binya 
dan pc.ngelua.ren yang ditimb>.J.l.kan sd>Egai basil Gari tindaka.n yang djt\tnb:il Olth Dtrektotat 
Startd3.tdiaasa dan fffl~defum Mutu Kc::mml.Crian ~- berkenaan dengan_ 
-dsftanm. 

LAMi'fRAN COXUM&~ P£NDUKUNO 
I. PotolmN Sb'tirucu. akttd!r.asi auru surat J)enu.njukan bcsena rua.ng tingku.pr.yL 
2. Da.ftar laboratarium &C'$Uai nw1g liqr;lwpnJ.i,. 

3. F0t0ko#. perjartj.tan kttjasama antat8 lSPro dcogan LalxITTatonum. 
Swat pemyataan uru:uk mcnJunpan dokumm tdcni.$ $C$~ai w.tltc.u ya.n.g d.ise;,akalf dalam 

•• pcrjanjian bilateral dan/~ rqfoaal di bidm.g. &tMda..-ctiasi, a.J&m be:n.tuk softoopy 
da.'l/atau ha:rdcopy un-wk Berang yang tdab diacw' d~ ptrj:mJi..'ln dimaksud, &ejak ---=-- ·1an telah dl'bcrlakukan. ,r.n d::"bet-taku.,..1!::i\ 

Tand.a tanpn ~hon & Trutggal I l<an:a dan Jabot.an I Caph,uWUW, 
. 

FORMIJIJR i'ERMOHO!Wi 
PERUBAKl\lf/PEl<A><IWWI RUANO UNOKUP 

LEt ... BA.GA PEl\lUIAN KtSesUA!.AN (LP1Q 

F'ORMUUR PERMOBONAN PERUBAHA. .. /PE."IAMBAHA!ll RUANO LJNGKUP 

LAf,!PfRAN XlD 
PERATURAN ll'IENTERJ PERDAGANGAN REPUBLTK INDONESIA 
NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016 
TEN'l'ANG 
STANDARDISASI BIDANO PERDAOANOAN 

SI 



THOMAS TRJKASIH l.EMBONG 

ttd 

MENTER! PERDAOANOAN REPUBLIK INOONESIA 

J:cmlnllrul: 
.I. DlrJen PKTN (te1Hi81U lnporMJ: 
2. Sel<Jen KoinJte AIO'tdltAtl Nulona.l: 
3. OINklur Pc1\(ll\WHM Bort.ng Bea cdOt dnn Jo.oo.. 
• <:ore!. ytmg tldt1k perfu 

k™"''''"""''*''') NIP, 

01rtktu1• SlMdnrdl1t11I dw, P.cmet11(1AIIM Mutu 
JAkcl.1'tn, , , , .. , ••.. 

dtngan lnl dliim1>e.lkoJ1 bt.l\wn pendnltarM 1.PK/1 .. ".'Pro M\Utl1'tfl f!£!~Jf.L 
......................................................... 

Schubungan dcngt1n d.A.n M.-uAi dengan 
ketcntunn fJ~raturnn Mcnteri PerdagangiUl Nomor 1enuuic 

\ 

Pcnanggungjawnb 
Jabat.an 
NamA Lc.mbllga Pcnilnian Ke!k~oai.ar\ 
(l,l'tQ 
Alamul 
Kodt Pl;.$ 

Kepnda Y1h. Pt:ncabumo l\ndaflA&'.@O LPK 

Nomor 
Lrunpimn 
PtrihaJ 

Jnknrr.a, . 

FORMAT PENCABlJ1'AN PENDAF1'ARAN LPK 

LAMPIRAN XIV 
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBUK INOONESIA 
NOMOR 24/M·DAG/PER/4/2016 
TENTANG 
STANDAROISASI BIDANG PERDAGANGAN 
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